LEMBARAN DAERAH
. KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NIAS
- NOMOR : 74 TAHUN 1999  SERI: B NOMOR: 13

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT
II NIAS
NOMOR 22 TAHUN 1998

TENTANG
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAFERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NIAS

Menimbang :a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan
: Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang
Retribusi Daerah sebagai pelaksana Undang-
undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah, Penjualan
Produksi Usaha Daerah merupakan objek
Retribusi.;

b. bahwa sehubungan dengan hal pada butir a
diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan
Daerah dalam mengatur kembali Retribusi
Penjualan Produksi Usaha Daerah yang

ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Mengingat  : 1. Undang-undang Nomor 7 Drt Tahun 1956
tentang  Pembentukan Daerah  Otonom
Kabupaten-Kabupaten dalam  Lingkungan
Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Tahun 1956 Nomor 38 Tambahan
Lembaran Negara Nomor 1092);
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. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-

pokok Pemerinta han di Daerah (Lembaran Negara Tahun
1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3037);

. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3209);

. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3685);

. Peraturan Pemenntah Nomor 27 Tahun 1983 tentang

Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang

Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor
55, Tambahan Lembaran Negara Nomor3692);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993
tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah
Perubahan;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 tahun 1997

tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997

tentang Pedoman Tata Cara Pemunggutan Retribusi
Daerah;
Keputusan Menteri Dalam Negert Nomor 175 Tahun 1997

tentang Tata Cara Pemenksaan dibidang Retrbusi
Daerah.
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Keputisan Meateri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1 1
‘ i baua gen g 997, t otang Pe
Pegawai Negen Sipil di Linglawgan Peserinth Daerah ) R

- Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daersh tingkat I Nias

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAFRAH TINGKAT I NIAS
TENTANG RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAFRAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

o
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>
Daerah adalah Kabupatzn Daerah Tingkat T Nias.

. Pemerintan Daerah adalah Pemerintah "= ~: Kabupaten Daerah Tingkat

I Nias. .
Kepala Dasrah adalah Bupati X 2pala Daeran Tingkar I Nias,
Kas Daerah adalah Kag Daerah Kabupalen Dasrah Tingkar Il Nias

. Jasa Usaha adafah Jasa yang disedliakan cleh Pemerintah dasrah decgan

menganut prinsip komersial karena nada dasarnya dapat pula discdiakan
oleh seltor gwasta ;

Penjalan Produkel Dasraby adaizh penjualan hasil produksi usaha
Pemerintah Daerah antara [4in penjualan bibit tanaman, bibit temak, bibit
\kag dan produksi daerah lainnya ;

2etribust Daerah yang selanjuinya disebut Retribust adalah Punguian
Daerah sebagai perabayaran stss jasa atan pemnberian jzin tertentu yang
khusus disediakan dan atan diberikan olch Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi dan atau badan tmlam;
Retribusi Jasa Usaha adalah Retribusi atas jasa usaba yang disediakan
oleh Pem erimtah Dazruh dengan mengamit prnsip komersial karera pada
dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;

. Benih / bibit adalak beailvbibit tanaman pangan, holtikultural/tanaman

keras, benilvbibit ternak, benilsbibit ikan atay bagian yang dinsahaksn
untuk diperbanyak dan atan untuk dikembangoiakkan ;

. Surat Ketetanan Retribusi Dasrah yang selanjutoya digingkat SKRD

adalah Surat Keputusan yang meceatukan bssarnya jumlah Retribusi yang
terutang ;*

Surat Keletapan Retribugi daerah Furang Bayar yang seanjutnya
disingiat SKRDKRB adalah Surar Kepumisan yang mensnukan besarmya
junilah Retribusi yzng terutang, junilzh kredit remibusi, jumlsh keurangan
pembayaran pokok retribusi, besaroya sanksi administrasi dan jumish
yang masih harus dibayar ;

Surat ¥eteapan Retribusi Daerah Kurcng Bayar Tambaban yang

" scianjumya disingkat SKRDKBT adalah Surat Xepunwan vang

menenmikan tarmbahan atas junlah Remibust vang telah ditstapkan

m. Surat Tagihan Remibusi Daerah vang selanyumva disi agkar STRD adalah

sucat unmek melakukan tagihag rewibust Gan atay  Sonksi AdmUNISTESE
benma bunga dan atzu denda
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Pasal 2

Dengan nzma Retiibusi Penjualan Produksi Usaha Dasrah  dipuniggt
Retribusi atas jasa pelayanan penjualan produksi usaha dasrah.

Pasal 3
Objek Retribusi adalah jasa pelayman penjualan produksi usaha daersh
yang terdiri dari :
a Benih Tanaman Pangan dan Holﬂmlmlfl‘anmnan Keras, Perkebunan,
Peternakan dan Perikanan.
b. Komoditi 1fasil Tanaman Pangan, Hollikultnral/Tanaman Keras,
Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

Pasal 4

Subjek Retribusi orang pribadi dan 2tan Badan Hularm yang meundapatkan
Jasa pelayanan penjualan Produksi Usaka Daerah .

BAB II
GOLONGAN RETRIBUSL
Pasal 5

Petribusi  Penjualan Procukei Ussha Daerah termamk golongan Retribusi
Jasa Usaha.

BAB IV
CAPA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA
Pasal 6

Tingkat Penggumaan Jasa Retribusi Peajualan Produksi Usaha Daerah diuar
berdasarkan jenis bibit dan jumlzh serta kwalitas.

BAB V

PRINSIP PENETAPAN DAN STRUKTUR
BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7
Prinsip penetapan Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha daeran adalah
untik meaganti biaya administrasi, peleyanan, perawatan/pemeliharazn dan
pembinamm

Dasal 8

(1) Stuknr besauya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
ditstapkan sebesar 90 % dari harga dasar

(2) Harga Dasar sebagaimana dimaksud avat (1) ditetapkan secara periodik
oleh Kepala Dasrah
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BAB WV

TATA CARA PEMUNGUTAN
Pasal 9

Renibusi dipungut dengan menggunakan SKRD atan dokumen lain yang
dipersamakan

(2) Hasil Punguten Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8

dise*or oleh SFX uri‘*-nit Pengrlola ke Xas Daereh.

BAB VI .
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Wilayah pemuczutan ReGibusi adalah Kabupaten Dasrak Tingkat IT Nias.

BAa B Vil
SANKST ADMINISTRASI
Pzsal 11

Dalam hal Wajib Retribusi terteam tidak dapat membayar tepat pada
waktunya aian kurang dibavar, dikenakan saniksi admunistrasi betupa bubga
sebesar 2 % {dua persen) setiap bulan dari administrasi berupa bunga yang
tidak aran kurang dibayarkan dan ditagih dengan menggunaian STRD.
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BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 12

Kepala Daerah menentukan tanggal jawh lempo pembayaran dan
penyetoran Retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) bart
setelah saat terutang.

SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Pembemmlan,
Surat Keputusan Keberatan dan Puiusan Bandiag vang menysbabkan
Jumlah Retriburi yang hurus dibavar bertambsh, harus dilimasi dalam
Jangka waki paling tama 1 (sam) bula sejuk tangzal diterbitkannya
tersebut diatas.

Kepaia Daerah atas permohonan Wajib Retnibusi setelzh reemench:
persyaralan yang ditenakan dopar membzrikan persetyjuzn Repoda
Wajib Retmibust tatuk mengangsur atau meneeda p2mbayeren Reribusi
dengan diksnakan bunga sebesar 2 25 {(dua gersen) setiap bulan

tesnpal pembayaran. paoundasn pembavarcn
Remibust disar deagan Kepumisan Kepala Dasrah



BAB X
TATA CARA PENAGIHAN
Pasal 13

(1) Retribusi yang tecutang berdasarkan SKRD, SKPDKB, SKRDKET,
Suirat Keputsan Pemb:tulan, Surat Xepuitnssn Keberatan dan Putusan
Banding yang tidak atan kurang bayar olek Wajib Retribusi pada
waktimya dapat ditagih dengan surat paksa.

2) Peoagthan Retribusi dengan surat paksa dilsksanakan dengan
berdasarian Peraturan Perundang-undangan yaeg berlalar.

BAB X 5
KADALUWARSA
Pasal 14
(1) Penagthan Retribusi, kadaluwarsa setelah melampani jangka waktn 3
(tiga) talm terhiting sejak saat ierutangnya retribusi, kecuali apabila
wayib Retribusi melakukan Tindak Pidzna di bidang Retribusi.
(2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal
ini tertangzuth apabila :
2 Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa;
b. Ada peugakusn wtang Retribusi dart wejib Retribusi baik langmmg
maupun tidak langsmmng.
BABR Xu

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG
RETRIBUSI YANG KADALUWARSA

Pasal 15

(1) Piutang Retribusi yang tidak mmmgkin ditagih lagi karepa hak untuk
melakukan penagihan sudah kadaluwasa dapat ghapus

{2} Kepala Daersh menetapkan Keputsen Penghepusan Piutang Retribusi
Daecah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal
wmi.

BAB X
PENGAWASAN

Pasal 16

Kepala Dagrah memunjuk pejabar terteamy uomk melakakan pengawasan
terhadap pelaksansan Prrancan Dacrah

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA
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(1) Berang stapa melanggar ketenfuan-dalam Persturan Daereh ini_diancam
Pidana Kurungan szlama - lamanya 3 (z2) bulan dan atau denda
sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali reiribusi yang terutang.

(@)

Tindak pidana sebagaimana dimaksud avat (1) pasal ini adalsh

. pelanggaran

BAB XV
PENYIDIKAN

Pasal 13

Pcjabar Negerl Sipil terteptu  di Lingameon Psmerintah Daersh
dibertkan wWewenang Lhusus sebzga.i ;ltﬂyldlk uyatik melakmban
Penyidikan Tindak Pidana di b idang Retnbusi Daerah sebagaimana
diraksud dalam Undung-undang MNowner 8 Tzhun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana.

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini
adatah :

a

Menerima, meacari, mengumpulken das meneliti keterangan atan
laporan berkenan dengan tindak pidana di bideng Retribusi Dasrah
Meaeliti, wencart dan mengumpuikan keterangen mengesai orang
pribad: stan baden tenlanz kebeuersn perbuatan yang dilakuken
sehubungan denean Tindak Pidana Retriousi Dasrah ;

Meminta keterangzn dan bahan buldi dari crang pribadi atou badan
sehubungan decgan tindak pidana di bidanz Retribusi Daerah ;
Memeriksa bulm-bulay, catatan-catatan den dolamsn-dokumen lain
berkenaan dengen tindak pidana dibidang Petribusi Dasran;
Melakukan penggeledanen untuk mendapatkan bahan  bukdi
pembuknan, pencatatan dan dokumen-dokumen serta melakuican
penyitaan terhadap bahan bultti tersebut,

Meminta bantumn tenazz ahli dalara rangka pelaksanasn tnges
penyidikan Tindak Pidana di Bidang Retribusi Daerah;

Menvuruh berheati, melarang seseorang meainggalkan ruangan atay
tempat pada saat pemeriksasn sedang berlangsung dan memeriksa
identitas orang dan atan dokumen yang dibewa sebagaimana
dimaksud pada huruf e;

Memaotret sesscrazng yang berkziten dengan Tindak Pidama Retribusi
Daerafy,

Memanggil orang wwk didengze keterangamiva dan diperiksa
sebagai (ersangka atou saksi;

Meugghentikan Peayidikan;

Melakukan tindakan lain yang perfu vntuk kelaccaran penyidikan
Tincdak Pidana di Bidang Retribusi Dasrah mezurut hulamn yang
dapat dipertangmmegjavabkan

Zolizi DZepudlik Imdoresiz,



) BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 19

Fal-hal vang belum diatur dalam Peraturan Daerah im sepanjang
meugenai pelaksanaannya akan diztur lebih lamjut oleh Kepala
Daerah.

Pasal 20

Peraturan Dacerah ini mulai berlaku padasaat tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengeihuinya, memerintahkan

2 pengundangan Peraturan Daerah ini degan Penempatannva dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Derah Tingkat II Nias.

Ditetapkan di : Gunungsitoli
Pada: Tanggal : 15 Agustus'1998

DEWAN PERWAKILAN BUPATI KEPALA DAERAH
RAKYAT DAERAH TINGKATII TINGKAT II NIAS,
NIAS
KETU A\,
D) = 7o
TEMAZARO HAREFA Drs. H ZAKARIA Y. LAFAU

Disvahkan oleh \lented Dalam Negen Republik Indonesia

dengan Surat Keputusan :

Nomor
Tangoal




dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah

Diberlakukan
Tingkat I Nias
\i . 188 349 SIER K /190, —
Nomor :
nggal 3 7 ,. 99y —
Qiundmgkm dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat IT Nias
Nomor oy THCN 1995, -
"Fanggal 1 4 Pe7s 4525, —
S & o1 B3 XMomerx ! 73—
SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NIAS

M

Drs48,VESTER LASE
PEMBINA TK. 1
NIP. 400028580




